BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya,

maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.

Kedudukan Visum et Repertum (VER) dalam sistem pembuktian tindak
pidana penganiayaan pasca amandemen KUHP dan KUHAP memiliki
peranan penting sebagai alat bukti surat yang sah sekaligus mengandung
unsur keterangan ahli. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang KUHP, Visum et Repertum (VER) digunakan untuk membuktikan
adanya rasa sakit, luka, luka berat, maupun kematian korban dalam tindak
pidana penganiayaan. Sementara berdasarkan Pasal ketentuan Pasal 78
ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, Visum et Repertum (VER) diakui sebagai
alat bukti surat yang dibuat secara resmi oleh dokter atas permintaan
penyidik dan disusun berdasarkan keahlian medis secara objektif.
Sehingga, Visum et Repertum (VER) memiliki kekuatan pembuktian
penting sebagai penguatan terhadap pembuktian berbasis ilmu
pengetahuan (scientific evidence) sehingga pendapat ahli tidak hanya
dipahami sebagai keterangan lisan yang diberikan di persidangan, tetapi
juga dapat berupa dokumen atau hasil pemeriksaan profesional yang

dibuat berdasarkan keahlian tertentu.
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2.
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Kendala penggunaan Visum et Repertum (VER) sebagai alat bukti dalam
perkara penganiayaan meliputi keterlambatan korban melapor, rendahnya
pemahaman masyarakat tentang pentingnya Visum et Repertum (VER),
keterbatasan dokter forensik dan penyidik, serta rumitnya pemeriksaan
pada kasus tertentu. Selain itu, Visum et Repertum (VER) tidak dapat
berdiri sendiri karena harus didukung alat bukti lain untuk membuktikan
unsur kesengajaan dan identitas pelaku. Adapun tantangannya terletak
pada keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap ilmu
kedokteran forensik serta belum meratanya kompetensi dokter forensik.
Sehingga efektivitas Visum et Repertum (VER) sangat bergantung pada
kualitas pemeriksaan medis, kompetensi tenaga medis, dan koordinasi

antara aparat penegak hukum dengan dokter forensik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya maka saran

dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.

Bagi pemerintah, perlu meningkatkan fasilitas forensik, pemerataan dokter
forensik, serta koordinasi antara aparat penegak hukum dan institusi
kesehatan.

Bagi instansi kedokteran perlu meningkatkan kompetensi tenaga medis di
bidang medikolegal agar pembuatan Visum et Repertum (VER) lebih

profesional dan sesuai standar.
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3. Bagi masyarakat, perlu meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya
Visum et Repertum (VER) agar korban segera melapor dan melakukan

pemeriksaan medis setelah terjadi tindak pidana penganiayaan.
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